
BUPATI SANGGAU
PROVINSJ KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI  SANGGAU

NOMOR   19  TAHUN 2022

TENTANG

PEN¥E[,ENGGARAAN  SALTU  DAr[`A INDONESIA
DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

Men8ingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22

ayat   (2)   dan   Pasal   24   ayat   (5)   Peraturan   Presiden   Nomor   39

Tahun   2019   tentang  Satu  Data  Indonesia,   perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di
Kabupaten Sanggau;

1.  Undang-Undang   Nomor   27   Tahun   1959   tentang   Penetapan

Undang-Undang    Darurat    Nomor    3    Tahun    1953    tcntang
Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   di   Kalimantan   (Lembaran

Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1953   Nomor   9)   sebagai

Undang-Undang  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1959    Nomor    72,    Tambahan    Ijembaran    Negara    Republik

Indonesia Nomor  1820);

2.  Undang-Undang Nomor 23  Tahun  20]4  tentang Pemerintahan

Daerah   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014

Nomor  24.4,  Tambahan  I,cmbaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6573);

3.  Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data
Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019

Nomor  112);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan      -.  PERATURAN  BUPATI TENTANG  PENYELENGGARAAN  SATU  DATA

INDONESIA DI KABUPATEN SANGGAU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten sanggau.

2.     Bupati adalah Bupati sanggau.
3.     Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat

daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Sanggau.

4.     Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah
non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan
kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

5.     Satu  Data  Indonesia  adalah  kebijakan  tata  kelola  data  pemerintah  untuk
menghasilkan     data     yang     akurat,     mutakhir,     terpadu,     dan     dapat
dipertanggungjawabkan,   serta   mudah   diakses   dan   dibagipakaikan   antar
instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata,
interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

6.     Badan  Usaha  Milik  Daerah yang  selanjutnya disingkat  BUMD  adalah  badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

7.     Data  adalah  catatan  atas  kumpulan  fckta  atau  deskripsi  berupa  angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi,

yang merepresentasikan  keadaan  sebenamya atau   menunjukkan  suatu ide,
objek, kondisi, atau situasi.

8.     Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus
suatu   populasi   yang   diperoleh   dengan   cara   pengumpulan,   pengolahan,

penyajian, dan analisis.
9.     Statistik   Dasar   adalah   statistik   yang   pemanfaatannya   ditujukan   untuk

keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang
memiliki   ciri-ciri   sektoral,   makro   dan   yang   penyelenggaraannya   menjadi
tanggung jawab Badan Pusat Statistik.



10.   Statistik  Sektoral  adalah   statistik  yang  pemanfaatannya  ditujukan  untuk
memenuhi     kebutuhan     instansi     pemerintah     tertentu     dalam     rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan
tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.

11.   Statistik   Khusus   adalah   statistik  yang  pemanfaatannya  ditujukan  untuk
memenuhi  kebutuhan  spesifik  dunia  usaha,  pendidikan,  sosial  budaya  dan
kepentingan   lain   dalam   kehidupan   masyarakat  yang  penyelenggaraannya
dilakukan oleh  lembaga,  organisasi,  perorangan  dan  atau  unsur masyarakat
lainnya.

12.   Data  Geospasial  adalah  data  tentang  lokasi  geografiis,  dimensi  atau  ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di
bawah,  pada, atau di atas permukaan bumi.

13.   Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang ot)jek yang dapat dilihat

secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang
tidak   berubah   dalaln  waktu  yang  relatif  lama  yang   penyelenggaraannya
dilakukan oleh Badan lnformasi Geospasial.

14.   Data  Geospasial  Tematik  adalah  data  geospasial  yang  menggambarkan  satu
atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang

penyelenggaraannya dilakukan  oleh instansi pemerintah,  pemerintah daerah,
dan/ atau setiap orang.

15.   Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16.   Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk

menggambarkan   dan   menjelaskan   data,   serta   memudahkan   pencarian,

penggunaan, dan pengelolaan infomasi data.
17.   Interoperabilitas  Data  adalah  kemampuan  data  untuk  dibagipakaikan  antar

sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18.   Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum

Satu   Data   Indonesia   adalah   wadah   komunikasi   dan   koordinasi   untuk

penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
19.   Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data di tingkat nasional

yang dapat diakses melalui pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi.
20.   Pembina Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah

instansi  vertikal yang diberi  kewenangan  melakukan  pembinaan  terkalt data
atau perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan
terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

21.   Walidata Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kelja

pada    perangkat    daerah    yang    melaksanakan    kegiatan    pengumpulan,
pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta
menyebarluaskan data.



22.   Walidata  Pendukung  adalah  perangkat  daerah  yang  melaksanakan  kegiatan

pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata.
23.   Produsen Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut  Produsen Data adalah

unit pada perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan instansi vertikal

yang menghasilkan data  berdasarkan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

24.   Pengguna Data adalah perangkat daerah, badan usaha milik daerah, instansi
vertikal, instansi provinsi, instansi pusat, perseorangan, kelompok orang, atau
badan hukum yang menggunakan data.

BAB  11

JENIS DATA

Pasal 2

(1)    Jenis Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
a.  Data Statistik; dan
b.  Data Geospasial.

(2)    Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  Statistik Dasar;

b.  Statistik Sektoral; dan
c.   Statistik Khusus.

(3)    Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  Data Geospasial Dasar; dan

b.  Data Geospasial Tematik.

BAB Ill

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal 3
Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:
a.  Pembina Data;

b.  Walidata;

c.  Walidata Pendukung; dan
d.  Produsen Data.

Pasal 4

(1)    Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a.  Pembina Data Statistik adalah lnstansi Vertikal yang melaksanakan tugas

pemerintahan bidang statistik di Daerah; dan



b.  Pembina Data Geospasial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

(2)    Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.  memberikan  rekomendasi  dalam  proses  perencanaan  pengumpulan  Data;

dan
b.  melakukan  pembinaan  penyelenggaraan  Satu  Data  Indonesia  di  Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)    Walidata  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  b  dilaksanakan  oleh
Perangkat   Daerah   yang   menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   bidang
statistik.

(2)    Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas:
a.  memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen  Data  sesuai

dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b.  menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
c.  membantu Pembina Data dalam membina I+odusen Data di Daerah.

(3)    Walidata  sebagaimana dimaksud  dalam  pada  ayat  (1)  dibantu  oleh  Walidata
Pendukung yang berkedudukan pada Perangkat Daerah.

Pasal 6
Walidata  Pendukung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf c  mempunyai
tugas:

a.    memeriksa   kesesualan   Data   yang   disampaikan   oleh   Produsen   Data   di
lingkungan    Perangkat    Daerahnya    sesuai    dengan    prinsip    Satu    Data
Indonesia; dan

b.   membantu Walidata  dalam   menyebarluaskan  Data  dan  Metadata  di   Portal
Satu Data Indonesia.

Pasal 7

( 1)    Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah perangkat
Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD.

(2)    Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a,  memberikan  masukan   kepada  Pembina  Data  mengenai   Standar  Data,

Metadata, dan Interoperabilitas Data;

b.  mcnghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c.  menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

(3)    Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas Data
yang dihasilkan.



(4)    Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengusulkan petugas admin.

Pasal 8

(1)    Dalam   penyelenggaraan   Satu   Data   Indonesia   di   Daerah   Pembina   Data,
Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui
Forum Satu Data Indonesia dalam rangka menyelesaikan perrnasalahan terkait

penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
(2)    Forum Satu Data Indonesia diselenggarakan secara berkala, paling sedikit satu

kali dalam setahun dan   dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak
lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.

(3)    Forum  Satu  Data  Indonesia  dikoordinasikan  oleh  Perangkat  Daerah  yang
melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.

Pasal 9

(1)    Forum  Satu  Data  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
(2)    Sekretariat  Satu  Data  Indonesia  bersifat  ex-oj7j/ici.o,  yang  secara  fungsional

dilaksanakan oleh unit kelja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang bidang perencanaan.

(3)    Sekretariat satu Data Indonesia mempunyai tugas:
a.  memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif

kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
b.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh  Forum Satu Data Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal  10

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:

a.  perencanaan Data;
b.  pengumpulan Data;

c.   pemeriksaan Data; dan

d.  penyebarluasan Data.

Pasal  1 1

( 1)    Perangkat Daerah melaksanakan  perencanaan Data berupa penyusunan daftar
Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.



(2)    Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah  mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh penyelenggara

Satu Data Indonesia tingkat pusat.

(3)    Daftar Data sebagalmana dimaksud pada ayat (2) harus memuat produsen Data
untul{ masing-masing Data dan jadwal rills dan/atau pemutakhiran Data.

(4)    Daftar  Data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat digunakan  sebagai
dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal  12

( 1)    Produsen Data melakukan pengumpulan  Data sesuai dengan:
a.   Standar Data;
b.  daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
c.  jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2)    Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3)    Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola Data

pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal  13

(1)    Data  yang   telah   dikumpulkan   oleh   Produsen   Data  disampaikan   kepada
Walidata.

(2)    Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Standar Data
yang  berlaku  untuk  Data  tersebut  dan  Mctadata  yang  melekat  pada  Data
tersebut.

Pasal  14

(1)    Data  yang  dihasilkan  oleh  Produsen  Data  diperiksa  kesesuaiannya  dengan

prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

(2)    Dalam  hal  Data yang disampalkan  oleh  Produsen  Data  belum  sesuai dengan

prinsip  Satu  Data Indonesia,  Walidata  mengembalikan  Data tersebut kepada
Produsen Data melalui Walidata Pendukung.

(3)    I+odusen   Data  memperbaiki   Data  sesuai  hasil  pemeriksaan   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Pasal  15

(1)    Walidata  melaksanakan   penyebarluasan   Data  melalui   kegiatan   pemberian
akses, distribusi dan pertukaran Data.

(2)    Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media
lainnya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Pasal 16

(1)    Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
(2)    Produsen  Data  dan  Walidata  dapat  mengajukan  pembatasan  akses  Data

tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.

(3)    Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dibahas dalam
Forum Satu Data Indonesia.

(4)    Hasil  pembahasan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3)  disampaikan  oleh
kepala  Perangkat  Daerah  yang  melaksanakan  fungsi  penunjang  di  bidang

perencanaan selaku koordinator Forum Satu Data Indonesia kepada Bupati.
(5)    Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dinaksud pada

ayat (2).

BABV

PBNDANAAN

Pasal 17

Pendanaan  penyelenggaraan  Satu  Data  Indonesia  di  Daerah  dibebankan  pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetaphan di Sanggau
padatanggal     1  Agustus 2022
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal  1  Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN SANGGAU,

ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAII KABUPATBN SANGCIAU TAHUN 2022 NOMOR 19

NIP.  19770315 200502 2 002


